PELAKSANAAN PENATAAN TOKO SWALAYAN

WALIKOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

k14

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang:

Mengingat : 1.

WALIKOTA SEMARANG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 5 ayat (5), Pusal 6 ayat (1), dan
Pasal 27 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor I Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern
serta uniuk menjamin keadilan, hubungan saling
menguntungkan antara pemasok barang dengan Toko
Modern (Toko Swalayan), pengembangan kemitraan

- dengan usaha Kecil dan keseimbangan kepentingan
bivdusen pemasok, Toke Modern (Toko Swalayan)
dan konsumen, maka perlu dibentuk Peraturan
Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan
Toko Swalayan;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka Peraturan Walikota
Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tenlang Penatoan
Toko Modem Minimarket di Kota Semarang periy
ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf
b, maka perlu membentuk Peraturan  Walikota
Semarang tentang Pelaksanaan Penataan Tokn
Swalayan. ‘

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; i /
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanamari Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472 5);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaramn Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976
tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II

Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3079); " / ’
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30.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun
2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomaor 20 Tahun
2011 tentang liin Gangguan (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 65);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 22 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Penyambungan
Jalan Masuk (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2011 Namor 21, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 67);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pcnataan Toko Modern (Lembaran
Dacrah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 88};

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun
2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014
Nomor 8, Tambahan Lembaran [Daernh  Kotn
Semarang Nomor 93);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja
Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-
Dag/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern;

Peraturan Wallkota Semarang Nomor 3 Tahun 2009
tentang tentang Pengendalian Lingkungan Hidup
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009

Nomor 5); L /
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barang konsums; Lery tama produk mmakanan dan prodult fumal tangga
lainnya dengan ukyran has lantal penjualan kurang dari 400 m2
[empat ratlus meter perseg),

Minimarket berjejaring adalah minimarket yang dikelola oleh Pengelola
Jaringan Minimarket,

dengan ukuran luas lantai penjualan 400 m2 (empat ratus meter
persegi) sampai dengan S000 m? (lima ribu meter persegi).

Departemen Store adalah suatu Toko Swalayan yang menjual secara
éceran  barang  konsumsi utamanya produk sandang dan

meter persegi).

Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertanty yang terdiri dar satu
aiau  beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun
horizontal yang dljual aggy disewakan kepads Pelaky Usaha atau
dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.

Pemasok adalah pelaku usaha YAINg Secara teratur metasok barang
kepada Toko Medern /Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual
kembali melalui kerjasama usaha.

Pasar adalah lembaga ekonomi tempat berternunya pembelj dan
penjual, baik secara langsung maupun tidalk langsung, untuk
meiakukan transaks; Perdagangan.

Pasar Tradisiunal yang selanjutnya disebut dengan Pasar Rukyat adalah
tempat usaha yang ditata, dibanugun, dan dikelola Olen Pemerintah,
Pemerintah Daerah, swas , Badan Usaha Milik Negara, dan/atan
Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang
dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya
masyarakat, atay koperasi serta usaha tnikro, kecil, dan menengah
dengan proses Jual beli Barang melalyij tawar-menawar.
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Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang dimiliki oleh wargs
Negara Indonesia, dengan memiliki kekayaan bersih lebih dan
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) sampal dengan paling banyak
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan Rp 300.000.000
(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupigh).

Usaha Mikro adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang dimiliki oleh warga
Negara Indonesia, dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat Ugaha dan memiliki hagil penjualan  paling banyalk Rp
300.000.000 (tiga ratus juta rupiah),

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahen mentah, bahan
baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang
dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk
kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Perusahaan Industri Kecil yang selanjutnya disebut Industri Kecil (IK)
adalah perusahaan yang melakukan Kegiatan usaha di bidang industri
dengan nilai investasi paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Perusahaan Industri Menengah yang selanjutnya disebut Industri
Menengah (IM) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan nsaha di
bidang industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp.200.000.000,-
(dua rtatus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) adatah perusahaan industri yang
terdiri dari IK dan IM. '

Syarat Perdagangan (trading terms) adalah ayarat-syarat dalam
perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Swalayan/Pengelola
Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-
produk yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan yang bersangkutan.

lzin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang
melakukan Usaha dan/atau Kegiatan vang wajib Amdal atau UKL-UPL
dalam rangka pcrlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai
prasyarai memperoleh izin Usahsa dan/atau Kegiatan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Ilidup, yang selanjutnya
disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha
dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingltungan hidup yang
diperlukan  bagi proses pengambilan  keputusan  tentang

penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan, //
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Supermaket;

¢, Hypermarket,;

d. Pusat Perhelanjaan,

e. Departement Store; dan
f. Grosir/Perkulakan.

(2) Penataan lokasi pendirian Toko Swalayan sehagaimuna dimaksud pada
ayat {1) mendasarkan pada rencana Tala Ruang yang berlaku.

(3) Jumlah Toko Swalayan dan jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar
Rakyar atau toko eceran tradisional sebagaimena diatur dalam
Peraturan Walikota ini dengan mempertimbanghkan;

a. tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk sesuai
data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;

potensi ekonomi wilayah setempat;

alksasbilitas wilayah (arus lalu lintas);

dukungan keamanan dan ketersediaan infrastrulctur;
perkembangan permukiman baru;

pola kehidupan masyarakat modern; dan

jam kerja Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha
toko eceran tradisional di sskitarnya. '

®m Mmoo p 0o

Bagian Kedua

Penataan Lokasi Toko Swalayan

Paragraf |

Minimarket
Pasal 5 |
(1) Penataan lokasi Minimarket dapat dilakukan pada setiap sistem jaringan
jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan
pelayanan  lingkungan Daerah | demgn——pesReit. B S
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(2) Penataan jarak "‘f;uml;irian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan paling dekat dalam radius 500 (lima ratus) meter dari
Pasar Rakyat.

Pasal 6
(1) Pendirian Toko Swalayan minimarket wajib memperhatikan:
a, Kepadatan penduduk;
b. Perkembangan pemukiman baru;
c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);

/v




Pasal 8
(1) Lokasi Supermarket dan Departmen Store:
a. dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan

ff).\).lilwa_ug Lerada pada kawasan  pelayanan hngkungan di dalam
-~ kota /perkotaan. :

{2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:

a. diizinkan hanya dilokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau
kolektor; dan

b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di
dalam kota/perkotaan.

{3) Perkulakan ditzinkan dilokasi pada akses sistemn juringan jalan arteri
atau kolektor primer atau arteri sekunder,

Pasal 9

Penetapan jarak pendinan Supermarket, Departement Store, Hypermarket,
Pusat Perbelanjaan, dan Grosir/Perkulakan ditetapkan:

a. jarak pendirian Supermarket, Departement 8tore, lypermarkel, Fuasatl
Perbelanjaan, dan Grosir/Perkulakan paling dekat dalam radius 500
(lima ratus) meter dari Pasar Rakyat, dan

b. penentuan jarak pendirian supermarket, department store, hypermarket
dan grosir/perkulakan diukur berdasarkan titik terluar batas kavling
dengan titik terluar batas kavling Pagar Rakyat yang terdelkat.

BAB Il
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IUTS
Bagian Kesatu
Umum
Pasgal 10
(1) Pelaku usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Toko Swalayan
wajib memiliki IUTS.
(2) Pelaku usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Toko Swalayan
yang telah memiliki IUTS tidak diwajibkan memilild SIUP,

(3) Jangka waktu berlakunya [UTS paling lama 5 (Uma) tahun dan dapat
diperpanjang kemball untuk jangks wakiu paling lama 3 (lima) tahun
setiap perpanjangannya.

/e




l. Surat Keputusan pengangkatan pimpinan/ pengelola Toko Swalayan;

j. surat Pernyataan/kesanggupan kemitraan dengan UMKM di Kota
Semarang;

k. sural pernyataan kesangzupan untylk menjual produk asesuai
ketentuan peratyran perundang-undangan: dan

. menandataogani surat bernyatasn yang telah discdiakan olel 38KPD
dengan disertai meterai yang culcup.

(2) Apabila rencana usahg minimarket terintegrasi dengan Pusat
Perbelanjaan, maka dilengkapi persyaratan administratir berupa fotokopi
IUTS Pusat Perbelanjaan atay surat pernyataan tidak keberatan dar
pengelola bangunan lainnya tempat berdirinya Minimarket.

(3) SKPD berwenang menolak permohonan JUTS apabila persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak lenglkap serta
memerintahkan Pemohon IUTS untuk melengkapi semua persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) SBKPD menerbitkan bukti tanda penduftaran apabila pérsyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayatl (1) dan ayat (2) telah lengkap dan
benar,

(5) Apabila  pormohonan besorta S€mua  pergyaratan  adrministratit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah lengkap dan
benar, SKPD bersama Tim Teknis melaksanakan verifikasi/pemeriksaan
lapangan atas persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan
Pasal 6 Peraturan Walikota ini.

(6) SKPD menerbitkan 1UTS Pemohon apabila berdasarkan Berita Acara
Hasil Pemeriksuan Lapangan sebagaimana dimakaud pada ayat (5) telah
memenuhi perayaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan
Pasal 6 Peraturan Walikota ini.

(7) SKPD berwenang menolak IUTS Pemohon apabila berdasarkan Berita
Acara Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimeksud pada ayat (5)
tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasa) 5
dan Pasal 6 Peraturan Wealikota ini.

Pasal 13

(1) SKPD) memberitahukan kepada Pemohon atas diterbitkannya IUTS atay
penolakan atas permohonan [UTS.

(2) Penolakan atas permohonan IUTS schagaimana dimaksud pada ayat (1)
digertai alaran telonis yang menjadi darsr ditolaknya permohonan (LTS,

fel




(2) Permohonan Perpanjangan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara mengisi Formulir Permohonan dan dilampiri
semua persyaratan administratif sebagai berikut;

a. fotokopi Kartu Tanda Pendudul vang masih berlaku atau bagi
permohonan yang dikuarskan wajib dilengliapi dengan Surat Kuasa
Leserta foto copy Kartu Tanda Penduduk pemberi dan penenma
kuasa;

b. pas foto 4X6 Pemohon sebanyak 3 {tiga) lembar;

c. fotokopi IUTS yang akan diperpanjang;

d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib
Pajak Daerah (NPWFPD);

¢, fotokopi lzin Gangguan yang masih berlaku;

[. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya besgerta
perubahannya apabila ada perubahan;

g. fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah apabila tanah
dan  bangunan terscbut miliknya atau apabila usshas yeng
direncanakan terletak pada tanah dan/atau bangunan yang bukan
miliknya wajib melampirkan bukti pengussaan/pemanfaatan/
perjanjian sews-menyewa atas tanah dan bangunan di atasnya yang
digunakan sebagai tempat usaha Toko Swalayan;

h, Surat Keputusan pcngangkatan pimpinan/pengealola Toko Swalayan,

i, surat pemyataan kesanggupan untuk menjual produk sesuai
ketentuan peraturan perundang — undangan; dan

J. menandatangani surat pernyataan yang teleh disediokan oleh SKFD
dengan disertai meterai yang cukup.

| (3) SKPD menerbitkan bukti tanda pendaftaran apabila persyaratan
| sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah lengkap dan
benar. ‘

(4) SKPD) berwenang menolak permohonan [UTS apabila persyaratan
sebagaimana dimakaud pada ayat (1) dan ayat (2) tidalk lengleap dan
memerintahkan Pemohon IUTS untuk melengkapi semua persyaratan A
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2. L

(5) Apabila permohonan beserta semua persyaratan administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah lengkap dan
benar, SKPD bersama Tim Teknis melaksanakan verifikasi/pemeriksaan

_ lapangan atas persyaratan telmis sebagaimana diatur dalam P'asal b dan
Paaal 6 Peraturan Walikols ini.

(6) SKPD menerbitkan IUTS Pemohon apabila berdasarkan Berita Acara
Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimakstud pada ayat {5} telah
memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan
Pasal 6 Peraturan Walikota ini.

/e

f




h. Surat Keputusan pengangkatan pimpinan/pengelola Toko Swalayan;
dan

i. surat pernyataan kesanggupan untuk menjual preduk zesuai
ketentuun peraturan perundang - undangan: dan

j. menandalangam surat pernyataan yang telah discdiakan oleh SKPD
dengan disertai meterai yang cukup.

(2) SKPD menerbitkan bukti tanda pendaftaran apabila persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar,

(3) SKPD berwenang menolak permohonan TUTS apabila persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan memerintahkan
Pemohon I1UTS untuk melengkapl semua perayaratan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2),

(4) Apabila permohonan bescrta semua persyaratan administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar, SKPD
bersama Tim Teknis melaksanakan verifikasi/pemeriksaan lapangan
atas persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6
Peruturun Walikota ini,

(5) SKPD) menerbitkan IUTS Pemohon apabila bardasarkan Berita Acara
Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat {4) telah
memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan
Pasal 6 Peraturan Walikota ini.

(0) 3KPD berwenang menolak IUTS Pemohon apabila berdasarkan Berita
Acara Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimalksud pada ayat (4)
tidak memenuhi perayaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 5
dan Pasal 6 Peraturat Walikota ini

Pasal 20

(1) Permohonan Pembaharuan IUTS karena terjadi perubahan luasan
tempat usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huruf b diajukan kepada SKPD dengath imengisi Formulir Permohonan
Pembaharuan IUTS dan dilampiri semua persyaratan administratif
sebagai berikut:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau bagi
permohonan yang dikuasakan wajib dilcngkapi dengan Surat Kuasa
beserta foto copy Kartu Tanda Penduduk pemberl dan penerima
kuasa;

b. pas foto 4X6 Pemohon sebanyak 3 (tiga) lembar

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib
Pajak Daerah (NPWPD);

d. fotokopilUTS yang akan diperbaharui,
e. fotokopi Izin Gangguan yang masih berlaku,

ot




Pasal 21

Persyaratan dan tata cara Permohonan Pembaharuan IUTS karcna terjadi
perubahan lokasi tempat Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 18 huruf ¢ diajukan kepada Instansi yang bertanggung jawah dengan
memberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

a. Pasal 12 dan Pasal 13 untuk Minimarket; dan

b. Pasal 14 dan Pasal 15 untuk Supermarket, Department Store,
Hypermarket, Pusat FPerbelanjuan, dan Grosir/Peckulakan.

Puaal 22

(1) SKPD  memberitahukan kepada Pemohon atas diterbitkannya
Pembaharuan IUTS atau penolakan atas permohanan Perpanjangan
IUTS paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diteritnanya
permohonan beserta persyaratannya yang lengkap dan benar,

(2) Penolakan atas permohonun Perpanjangan IUTS sebogaimana djmaksud
pada ayat (1) disertai alasan teknis yang menjadi dusar ditolalmyg
permohonan Pembaharuan IUTS,

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANCAN
Pasal 23

(1) Setiap pemegang IUTS  berhak melaksanakan kegintan usaha sesuai
dengan kelentuan TUTS dan peraturan perundang-undangan,

(2) Setiap pemegang IUTS berkewajiban:

a. mentaati Semua persymatan yang termuat dalam IUTS scsuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memenuhi kesanggupan kemitraan/perjanjian kemitraan yang telah
dibuat antara Toko Swalayan dengan U MKM;

c. menjaga hubungan baik dalam pelaksanaan dan pengembangan
usaha antara Toko Swalayan dengan UMKM, Toko Eceran
Tradisional, dan/atau Pasar Rakyat;

d. menjaga kebersihan dan ketertibun hngkungan di sekitar Toko
Swalayan;

¢. berperan secara aktif membantu Pemerintah Daerah  dalam

pembinaan dan pengembangan IKM/UMKM, Toko Eceran Tradisional,
dan/atau Pasar Rakyat.

(3) Setiap pemegang IUTS dilarang:
a. merubah dan/atau mempertuas tempat usaha tanpa 1zin; dan

b. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

/o




Bagian Kedua
Pengawasan Administratif

Pasal 26

(1) Pengawasan adminisiratif sebegaimana dimaksud dalum Pasal 25 ayat
(1} hurut a dilaksanakan dengan cara:

a. Monitoring proses dan penerbitan IUTS
b. Monitoring IUTS: dan
¢. Evaluasi ITUTS

(2) SKPD melnksanakan pengawasan secara administratif sebagaimuna
dimaksud pada ayat (1}sesuai peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan Lapangan
Pasal 27

(1) Dinas melaksanakan pengawasan lapangan secara periodik dan/atau
insidentil atas pelaksanaan.

(2) Pelaksanaan pengawasan lapangan secara periodik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penaatan bagi pemcgang TUTS
atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (2) dan ayal (3).

(3) Pelaksanaan pengawasan lapangan insidentil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar:

a. laporan dari SKPD tentang pelaku usaha Toko Swalgyan yang tidak
melakukan perpanjangan IUTS sesuai ketentuan Peraturan Walikota
ini;

h. laporan/pengaduan Kecamatan/Kelurahan; dan /atau
¢. laporan/pengaduan masyarakat.

(4) Dinas dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim dan ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

Pasal 28
(1) Tim Pengawas Lapangan berwenang:
a. melakukan pemantauan;
b. meminta keterangan;
¢. membuat salinan dari dokumen;
d.

membuat catatan yang diperlukan;
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¢. pencabutan IUTS dengan disertai penutupan usaha Toko Swalayan.

Pasal 33

(1) Walikota melimpahkan kewenangan untuk menjatuhkan  sanksi
administrasi sebayaimana dimaksud dolam Pazal 32 avat () Ligraf a
kepuda Kapala Dinug,

(2) Walikota  melimpmhkan  kewenanga#t untulk menjatubkan  sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pagal 32 ayat (2) huruf b
Kepada Kepala SKPD atau Kepala SKPD sesuai kewenangannya.,

(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalan Pasal 32 ayat (2)
hurut ¢ ditctapkan dengan Kepulysan Walilats.

(4) Pelakeanaon penjatuhan sanksi administrasi subuapaimnona dimakaud
dalam Pasal 32 ayal {2) huruf a, huruf b, dan huruf ¢ dijatuhkan secata

bertingkat dan dilaksanakan di bawah pengawasan teknis dari ‘Iim
Pengawas Lapangan.

Bagian Keduyg
Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi
Paragraf 1
Teguran/Peringatan Tertulis
Pasal 34

(1) Sankel adininisirasg tegUIad:/ puringston tertulis achapaimana dimaleaud
dalam Pasal 33 ayat (2) hurul a, dijatuhkan kepada:

a. Pemegang IUTS apabila melanggar ketentuan sebag&imama dalam
Pasal 10 ayat (4); Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3] Peraturan Walikota
ini; dan

b. Pelaku usaha Toko Swalayan yang tidak memiliki IUTS.

(?) Banlgl admimstrasi teguran/ peringatan tartulis srbuguinana dimaksud
pada ayatr (1) dilakukan apabila telah dilaksanalean pengawaszan dan
pengendalian scbagaimana dimaksud dalarm Pasal 25, Pasal 26, Pasal
27, Pasal 38, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 sehagaimana dimaksud
dalam Peraturan Walikota ini. '

(3) Sanksi administrasi teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) dapat diseriaxi dengoan  perintah  untuk menguus
s/ perpanjangan |UTS/ pembmbaryan IUTS.




Pasal 36

(1) Sanksi administrasi paksaan Pemerintah berupa penandaan tempat
usaha Toko Swalayan schagaimana dimakeud dalam Pasal 35 ayat {1)
huruf a dilaksanakan Dinas dengan didampingi oleh Tim Pengawas
Lapangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

(2) Sanksi administrasi paksaan Pemerintah berupa pembekuan IUTS
sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf

b dilaksanakan SKPD dengan didampingi oleh Tim Pengawas Lapangan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

(3) Sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara;
a. menyerahkan Keputusan Sanksi administrasi paksaan pemerintah
kepada Pemegang IUTS /pengelola/ karyawannya; dan
b. melakukan penandaan berupa pita kuning yang bertuliskan “BELUM
BERIZIN”/”GARTS PEMBATAS"/"PEMBEKUAN TUTS SEMENTARA
WAKTU” karena pelangparan atas Peraturan Daerah dan Peraturan
Walikota ini.
(4) Jangka waktu penandaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berlaky sampai dengan [UTS diterbitkan dan/atau

ditaatinya kelentuan sebagnimana diatur dalam Petraturan Daergh dan
Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Pencabutan IUTS
Pasal 37
(1) Sanksi administragi berupa pencabutan IUTS sebugaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (2) huruf ¢ diterbitkan olch Walikoia apabila;

a. berdasarkan Laporan Tim Pengawas Lapangan atas penerapan sanksi
administrasi paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 dan Pasal 36 yang telah dijatuhkan tidak ditaati;

b. ada laporan dari Dinas kepada SKPD penerbit IUTS; dan
c. ada laporan dari SKPD.

{2) Banksi adiministrasi berupa pencabutan [UTS sebagaimana dimuksud
pada ayat (1) disampaikan secara langsung kepada Pemegang
[UTS /Pengelola/ Karyawannya.

f !
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BAB 1X .
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota
Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern
Minimarket di Kota Semarang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku,

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintalkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan peénempatannya dalam Berita Daerah
Kota Semarang.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 15 Doscuber @)y

WAMFDIL%RAN G

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
Pada Tanggal 12 Duevaour £ulh
SEKRETARIS DAERAH

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR




BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota
Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toke Modern
Minimarket di Kota Semarang dinvatakan dicabut den tidak barlalu.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota inj dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Semarang,

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal :15 Desember 2014
WALIKQTA SEMARANG

*HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
Pada Tanggal 15 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 39




